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Oleh : Sulaeman Rahman*)

Pernyataan Bapak Gubernur Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2005 dalam acara

Simposium Kebudayaan Indonesia – Malaysia IX (SKIM IX), bahwa Pemprov akan

menerbitkan obligasi pada tahun 2006. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak

Gubernur dalam sesi pemaparan Pemprov Jabar untuk menjelaskan mengenai potensi

ekonomi dan prospek investasi di Jawa Barat. Suatu kebanggaan bahwa sampai sekarang

belum ada satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia yang menerbitkan obligasi. Dan

rasanya pernyataan Bapak Gubernur mengenai rencana untuk menerbitkan obligasi

pemerintah daerah (municipal bond) menjadi daya tarik untuk dianalisis kelayakan dari

sisi atau pandangan ekonomi ,  sehingga penerbitan obligasi bukan merupakan hal yang

dikhwatirkan karena ikut-ikutan atau ingin dianggap lebih maju dibanding dengan daerah

lain tanpa melihat aspek kelayakannya.

Pengertian obligasi dikatakan sebagai instrumen keuangan atau surat utang yang

ditawarkan kepada publik. Perusahaan atau Pemda akan mendapatkan keuntungan

dengan menerbitkan obligasi, seperti 1. Mendapatkan jumlah dana tambahan yang

disesuaikan dengan kebutuhan , 2. Mendapatkan pinjaman dengan suku bunga sesuai

dengan kemampuan pemda dan pasar 3. Mendapatkan alternatif pembiayaan melalui

pasar modal.

Bila Pemprov akan menerbitkan obligasi maka sudah jelas terlihat keuntungan

yang akan diraih paling tidak tiga keuntungan. Pada keuntungan pertama , pihak Pemprov

akan lebih leluasa untuk menentukan besarnya jumlah surat obligasi yang akan

diterbitkan disesuaikan  dengan jumlah kebutuhan dana pembangunan sesuai dengan

rencana strategis yang telah disusunnya. Misalnya Pemprov bermaksud ingin

mengembangkan kawasan industri agribisnis, maka diperlukan analisis jumlah kebutuhan

dana untuk pengembangan dan ditentukan jumlah surat obligasi yang diterbitkan. Sektor

yang dibiayai oleh dana dari obligasi sebaiknya lebih ditekankan pada sektor-sektor yang

bisa dianalisis secara mudah tingkat pengembalian yang akan diperolehnya, atau lebih

ditekankan pada sektor pengembangan jasa publik yang mudah dianalisis cash flownya.

Disebabkan pihak Pemprov perlu menyediakan bunga yang harus dibayar setiap semester

atau tahun dari kupon  yang telah ditetapkan pada obligasi tersebut. Contoh penggunaan
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